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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENINDAKAN DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI BENIH

BENING LOBSTER SECARA ILEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan
Rajungan (Portunus spp.) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting
(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk
Teknis Operasi  Penindakan  dalam  Pelaksanaan
Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi
Benih Bening Lobster Secara Ilegal;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
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4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan
Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan
Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENINDAKAN DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENANGKAPAN,
PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI BENIH BENING

LOBSTER SECARA ILEGAL.

KESATU :  Menetapkan Petunjuk Teknis Operasi Penindakan dalam
Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan
dan Distribusi Benih Bening Lobster Secara Ilegal yang
selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Operasi BBL,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.

KEDUA :  Petunjuk Teknis Operasi BBL sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi
Pengawas Perikanan dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, tindak lanjut, dan pelaporan operasi
penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan Benih
Bening Lobster.

KETIGA :  Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.
PUNG NUGROHO SAKSONO

linan sesuai dengan aslinya
f‘e@nis Ditjen PSDKP
v

mam, S.St.Pi, M.M.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASI
PENINDAKAN DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENANGKAPAN,
PEMBUDIDAYAAN DAN
DISTRIBUSI BENIH BENING
LOBSTER SECARA ILEGAL

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENINDAKAN DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI BENIH
BENING LOBSTER SECARA ILEGAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan komoditas benih bening lobster (BBL) merupakan
salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomi strategis tinggi dalam
sektor kelautan dan perikanan. Tingginya permintaan pasar, baik
domestik maupun internasional, menjadikan BBL sebagai komoditas
yang rentan terhadap praktik eksploitasi berlebihan dan kegiatan ilegal.
Penangkapan BBL yang tidak terkendali, khususnya pada fase benih,
berpotensi mengganggu siklus hidup lobster serta menurunkan
populasi di alam secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak
pada keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam
keseimbangan ekosistem laut serta keberlangsungan mata pencaharian
nelayan di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan
BBL perlu dilakukan secara ketat dan terintegrasi untuk memastikan
pemanfaatannya tetap berada dalam koridor keberlanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan
distribusi BBL secara ilegal menunjukkan pola yang semakin kompleks
dan terorganisir. Pelaku ilegal kerap menggunakan beberapa modus
operandi, seperti penggunaan dokumen perizinan yang tidak sah,
manipulasi data hasil tangkapan, hingga penyamaran jalur distribusi
melalui rantai logistik yang panjang dan tidak transparan, bahkan,
terdapat indikasi keterlibatan jaringan lintas daerah maupun lintas
negara yang menjadikan aktivitas ini sebagai bagian dari kejahatan
terorganisir. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan
pengawasan yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga
berbasis intelijen melalui pengumpulan informasi strategis dan taktis,
analisis pola distribusi, serta pemetaan jaringan pelaku guna
mengungkap modus operandi secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil analisis dan validasi data
intelijen menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan
keputusan untuk pelaksanaan operasi penindakan. Informasi yang
telah diolah menjadi profil jaringan dan pola kegiatan ilegal dapat
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digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi tindakan yang
tepat sasaran. Rekomendasi tersebut kemudian dituangkan dalam
laporan analitik yang menjadi landasan bagi pelaksanaan operasi
lapangan, baik secara mandiri maupun melalui operasi gabungan
lintas instansi. Pelaksanaan operasi penindakan melalui operasi
gabungan dilakukan dengan melibatkan sinergi antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya, guna memastikan
penegakan hukum berjalan secara efektif dan memberikan efek jera
kepada pelaku.

Selain itu, efektivitas pengawasan dan penindakan juga sangat
dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor serta peran aktif berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, melakukan
pemantauan di wilayah rawan, serta melaporkan dugaan pelanggaran
menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan yang
partisipatif.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan
suatu Petunjuk Teknis Operasi Penindakan yang mampu mengatur
secara rinci mekanisme, prosedur, serta tata cara pelaksanaan
pengawasan dan penindakan sampai dengan pelaporan terhadap
kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi BBL secara
ilegal. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang
komprehensif dan operasional bagi Pengawas Perikanan, sehingga
pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara terarah,
terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta mampu mendukung upaya perlindungan dan
keberlanjutan sumber daya lobster di Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman
operasional bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan operasi
penindakan terhadap kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan
distribusi BBL secara ilegal, sehingga tercipta keseragaman dalam
pelaksanaan tugas di lapangan.
Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini antara lain:
1. memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian  operasi penindakan terhadap pelanggaran
pemanfaatan BBL;

2. menyeragamkan pola tindak Pengawas Perikanan di lapangan;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan
melalui pendekatan berbasis intelijen dan analisis data;

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam
pelaksanaan operasi penindakan, baik secara mandiri maupun
gabungan; dan

5. Menjamin kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran
kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan distribusi BBL ilegal.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi seluruh tahapan dan
aspek yang berkaitan dengan operasi penindakan terhadap kegiatan
ilegal BBL, meliputi:
1. Perencanaan dan persiapan operasi penindakan meliputi
penentuan personil, pengumpulan data dan informasi, analisis



-5-

intelijen, identifikasi wilayah rawan, serta penyusunan rencana
operasi berdasarkan hasil analisis dan validasi data dan
penggunaan perlengkapan atau sarana pengawasan;

Pelaksanaan operasi penindakan meliputi kegiatan pengawasan
langsung di lapangan, operasi tangkap tangan, patroli darat dan
laut, serta operasi gabungan dengan instansi terkait dalam rangka
penertiban pelaku ilegal;

Tindak lanjut operasi penindakan meliputi rangkaian kegiatan
yang terdiri dari proses permintaan keterangan terhadap terduga
pelanggar, pencacahan dan penyisihan barang hasil operasi
sebagai barang bukti, serta pemanfaatan atau pelepasliaran BBL
secara terkoordinasi dan terdokumentasi, guna mendukung proses
penegakan hukum sekaligus menjamin keberlanjutan sumber
daya perikanan; dan

Pelaporan operasi penindakan meliputi penyusunan laporan hasil
operasi yang memuat seluruh unsur penting yang dimulai dengan
dasar pelaksanaan  kegiatan, kronologi kegiatan, hasil
pemeriksaan, hingga rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar
pengambilan keputusan.
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BAB II

LOKASI DAN OBJEK OPERASI PENINDAKAN

Lokasi Operasi Penindakan

Operasi penindakan dalam pelaksanaan pengawasan

penangkapan, pembudidayaan dan distribusi benih bening lobster
secara ilegal dilaksanakan di:

1.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat WPPNRI meliputi perairan Indonesia, zona
ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan
genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah
Negara Republik Indonesia;

Wilayah lintas batas antar negara;

Kapal perikanan meliputi kapal perikanan, kapal pengangkut ikan,
kapal latih, kapal penelitian/eksplorasi perikanan, kapal
pendukung operasi penangkapan atau pembudidayaan ikan;

Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

Pelabuhan tangkahan meliputi area untuk pendaratan BBL
(puerulus);

Lokasi kegiatan usaha pembudidayaan ikan/Lobster;
Kawasan konservasi; dan/atau

Lokasi lainnya dalam hal diketahui terdapat BBL (puerulus) antara
lain rumah, hotel, kantor, lokasi penampungan, kawasan bandar
udara, kawasan pelabuhan umum, terminal, dan alat transportasi
lainnya.

Objek Operasi Penindakan:

Objek operasi penindakan mencakup pihak-pihak yang melakukan

kegiatan pengelolaan BBL (puerulus), terdiri atas:

1.

Nelayan penangkap atau kelompok nelayan penangkap BBL
(puerulus);

Pembudi daya BBL (puerulus);

Penanggung jawab, perorangan, badan hukum, dan/atau instansi
yang melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan BBL
(puerulus);

Setiap orang, kelompok, badan hukum, atau instansi yang
melakukan pengelolaan atau pemanfaatan BBL (puerulus);
dan/atau

Setiap orang, kelompok, badan hukum, atau instansi yang
memelihara, membawa, mengedarkan, dan/atau
memperjualbelikan BBL (puerulus).

Ruang Lingkup Operasi Penindakan

1.
2.
3.

Kegiatan operasi penindakan mencakup kegiatan ilegal dibidang:
Penangkapan BBL (puerulus);

Pembudidayaan BBL (puerulus); dan/atau

Distribusi BBL (puerulus).
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BAB III

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN OPERASI PENINDAKAN

A. Personil Operasi Penindakan

1.

Pelaksanaan operasi penindakan dilakukan oleh Pengawas
Perikanan dan/atau personil yang ditunjuk.

Penyelenggara operasi penindakan terdiri dari beberapa unsur

antara lain:

a. Penanggung jawab operasi
Penanggung jawab Operasi adalah Direktur Jenderal PSDKP
yang Dbertanggung jawab atas pelaksanaan operasi
penindakan.

b. Pengendali operasi
Pengendali operasi adalah Direktur yang membidangi
Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan/atau Kepala UPT
PSDKP yang bertugas mengendalikan operasi penindakan,
menyusun rencana operasi, menyiapkan prasarana dan
sarana, dan personel yang akan ditugaskan.

c. Tim Pelaksana Operasi

Tim pelaksana operasi dipimpin oleh ketua tim dan bertugas
melaksanakan seluruh kegiatan operasi. Tim pelaksana
operasi terdiri dari sub tim intelijen dan sub tim operasi
penindakan. Sub tim intelijen beranggotakan personel yang
telah mengikuti pelatihan dan telah memiliki sertifikat
intelijen  sedangkan sub tim operasi penindakan
beranggotakan Pengawas Perikanan dan/atau personel yang
ditunjuk.

B. Perencanaan Operasi Penindakan

1.

Pengendali Operasi menyusun rencana pelaksanaan operasi dan
membentuk tim operasi penindakan, melakukan pembagian tugas
pengawasan dan memerintahkan tim operasi penindakan untuk
menyiapkan prasarana dan sarana pengawasan serta surat tugas;

Sarana pengawasan termasuk alat pengaman diri berupa senjata
api yang penggunaannya mengacu pada petunjuk teknis yang
mengatur tentang pedoman penggunaan, perawatan, dan
pemeliharaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Tugas dan tanggung jawab Tim operasi penindakan meliputi:

a. Penentuan peran dan tugas pelaksana operasi penindakan
yang dapat melibatkan unit kerja teknis terkait;

b. Penentuan waktu, lokasi, metode, sarana dan prasarana
pelaksanaan operasi penindakan; dan

c. Pelaporan persiapan operasi penindakan kepada pengendali
operasi penindakan dan ditembuskan kepada penanggung
jawab operasi.

C. Perlengkapan Operasi Penindakan

1.

Pengawas Perikanan yang melakukan operasi penindakan wajib

dilengkapi:

a. surat tugas;

b. penggunaan seragam dinas dan/atau atribut dengan
ketentuan menggunakan seragam, rompi dan/atau atribut
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yang Dbertuliskan “PSDKP”, “PENGAWAS PERIKANAN”
dan/atau “KKP”;

penggunaan Kapal Pengawas dan/atau kendaraan pengawas
yang terdapat tulisan dan/atau lambang “PSDKP”,
“PENGAWAS PERIKANAN” dan/atau “KKP” dan/atau alat
transportasi lainnya; dan

prasarana dan sarana operasi penindakan lainnya yang
diperlukan;

Sarana operasi penindakan disesuaikan dengan kebutuhan
operasi penindakan antara lain:

a.
b.
C.

d.

m.

formulir pengawasan;

alat tulis;

alat ukur berat dan panjang/dimensi ikan berupa:
timbangan, penggaris, meteran, dan/atau jangka sorong;

alat pertahanan diri seperti senjata api, senjata kejut listrik,
semprotan merica/cabai dan/atau alat pertahanan diri
lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan risiko keselamatan,
keamanan, dan kesehatan kerja;

alat perlindungan diri seperti rompi anti senjata tajam dan
senjata api, masker, safety shoes, sarung tangan, dan/atau
alat pelindung diri lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan
risiko keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja;
akuarium/drum/wadah penampung ikan;

moda transportasi darat, laut/sungai dan udara;

alat komunikasi audio atau visual seperti telepon selular,
telepon satelit, radio komunikasi, Handy Talky (HT),

alat pendokumentasi seperti kamera, perekam audio
dan/atau video,

alat pengidentifikasi visual seperti teropong, pesawat udara
tanpa awak (drone);

Global Positioning System (GPS),

gawai pengawasan atau alat pengolah data dan informasi
seperti telepon pintar, tablet, laptop; dan/atau

alat pendukung pengawasan lainnya.

Penggunaan seragam dinas dan atribut sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf b dapat dikecualikan dalam hal
melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan
intelijen.
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BAB IV

MEKANISME OPERASI PENINDAKAN DALAM PELAKSANAAN

PENGAWASAN PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN DAN DISTRIBUSI BENIH

A.

BENING LOBSTER SECARA ILEGAL

Operasi penindakan dalam pelaksanaan pengawasan penangkapan,
pembudidayaan, dan distribusi BBL terdiri dari tahapan:

1. Identifikasi pelaku wusaha/pemanfaat dan/atau penerimaan
pelaporan/ pengaduan pelanggaran melalui penyelenggaraan
intelijen perikanan;

Persiapan pelaksanaan operasi penindakan;

Mekanisme pelaksanaan operasi penindakan;

Tindak lanjut hasil operasi penindakan; dan

Pelaporan operasi penindakan.

anbhwh

Identifikasi pelaku usaha/pemanfaat dan/atau penerimaan
pelaporan/pengaduan dugaan  pelanggaran dilakukan melalui
penyelenggaraan kegiatan intelijen perikanan berupa pengumpulan
bahan keterangan dengan teknik terbuka dan/atau tertutup sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengumpulan bahan
keterangan berupa data dan informasi intelijen dilaporkan kepada
penanggung jawab operasi sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan rencana dan pelaksanaan operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi Penindakan.
1. Mekanisme pengawasan operasi penindakan:
a. Briefing tim

Penanggung jawab dan/atau pengendali operasi memberikan

pengarahan kepada tim operasi penindakan. Pengarahan

antara lain pembagian tugas dan peran dalam tim,

memastikan keselamatan tim, mengendalikan kegiatan,

memastikan kembali waktu, lokasi, metode, prasarana dan

sarana pelaksanaan operasi penindakan serta melakukan

mitigasi risiko.

b. Pengerahan tim ke target atau lokasi operasi

1) dalam hal target operasi berada di lokasi tertentu yang
menetap seperti rumah/gudang/toko/bangunan lainnya,
tim yang menjalankan operasi melakukan pengepungan/
penyergapan terhadap rumah/gudang/toko/bangunan
lainnya yang diduga menyimpan/menampung BBL ilegal.

2) dalam hal target operasi berada dalam objek yang
bergerak seperti mobil, sepeda motor, kapal, atau alat
transportasi lainnya, tim yang menjalankan operasi
melakukan pencegatan dan/atau pengejaran.

3) tim operasi penindakan yang Dbertugas wajib
menggunakan seragam dinas, atribut, dan/atau identitas
sebagai Pengawas Perikanan.

c. Tata cara pengepungan/penyergapan terhadap
rumah/gudang/ toko/ bangunan lainnya dilaksanakan
sebagai berikut:

1) melakukan validasi keberadaan objek, meliputi jenis
bangunan, alamat detail, titik koordinat lokasi
bangunan, dan ciri-ciri khusus bangunan lainnya;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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mendatangi lokasi target yang ditentukan dengan cara
melakukan pengepungan/penyergapan,;

ketua tim memerintahkan anggota untuk menyampaikan
pemberitahuan kedatangan tim operasi penindakan
kepada penghuni yang berada di dalam bangunan dan
meminta izin untuk memasuki bangunan tersebut;

jika penghuni memberikan respon/tanggapan, tim
operasi penindakan menyampaikan maksud dan tujuan
kedatangan serta menunjukkan surat tugas dan
identitas;

jika penghuni tidak memberikan respon/tanggapan, tim
operasi penindakan dapat melakukan upaya paksa
untuk memasuki bangunan tersebut dengan
pendampingan dari pengurus lingkungan;

apabila tim operasi penindakan berhasil masuk ke dalam
bangunan tersebut, tim operasi penindakan melakukan
pemeriksaan terhadap barang dan/atau orang yang
diduga menyimpan/menampung BBL ilegal;

apabila target menolak untuk dilakukan pemeriksaan,
tim operasi penindakan dapat melakukan tindakan tegas
terukur untuk melakukan pemeriksaan terhadap
barang/orang yang diduga menyimpan/menampung BBL
ilegal;

tim operasi penindakan melakukan pemeriksaan
terhadap barang dan/atau orang yang diduga
menyimpan/menampung BBL ilegal; dan

tim operasi penindakan yang melakukan
pengepungan/penyergapan target wajib mengutamakan
keselamatan diri dan tim.

Tata cara pencegatan dan/atau pengejaran target untuk objek
yang bergerak dilaksanakan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

melakukan validasi keberadaan objek, meliputi jenis alat
transportasi, plat nomor/identitas alat transportasi,
warna alat transportasi, dan ciri-ciri khusus alat
transportasi lainnya;

melakukan penghentian di lokasi yang ditentukan
dengan cara pencegatan dan/atau pengejaran;

dalam pencegatan dan/atau pengejaran target, tim
operasi penindakan memberikan isyarat/tanda-tanda
yang memerintahkan alat transportasi untuk berhenti;
setelah target menghentikan alat transportasinya, tim
operasi penindakan yang melakukan pencegatan
dan/atau pengejaran membuat blokade terhadap alat
transportasi yang dihentikan;

apabila target menolak wuntuk menghentikan alat
transportasinya dan berusaha untuk melarikan diri, tim
operasi penindakan dapat melakukan tindakan tegas
terukur untuk menghentikan target;

tim operasi penindakan menunjukkan identitas,
selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan
menghentikan alat transportasi tersebut;

tim operasi penindakan melakukan pemeriksaan
terhadap barang dan/atau orang yang diduga
membawa/mendistribusikan BBL ilegal; dan
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tim operasi penindakan yang melakukan pencegatan
dan/atau pengejaran target wajib mengutamakan
keselamatan diri dan tim.

Pemeriksaan terhadap barang dan/atau orang dilaksanakan
sebagai berikut:

1)

2)

pemeriksaan pada lokasi tertentu yang menetap seperti

rumah/gudang/toko/bangunan lainnya dilakukan

dengan cara:

a) tim operasi penindakan dalam = melakukan
pemeriksaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) mengamankan dan meminta keterangan
kepada orang/pemilik barang perihal jenis,
jumlah barang yang disimpan/ditampung, dan
tujuan peruntukkan barang;

(2) meminta orang/pemilik barang tersebut untuk
menunjukkan barang yang
disimpan/ditampung tersebut dengan cara
membuka wadah/kemasan yang digunakan
untuk menyimpan/menampung barang hingga
wujud barang dapat dikenali/diidentifikasi oleh
tim operasi penindakan; dan

(3) tim operasi penindakan melakukan
pemeriksaan terhadap orang yang
menyimpan/menampung BBL ilegal dengan
cara menanyakan/meminta menunjukkan
identitas  pribadi, kepemilikan dokumen
kegiatan usaha antara lain dokumen perizinan
berusaha berupa NIB dengan KBLI yang
relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dokumen Surat Keterangan
Asal BBL dari nelayan penangkap BBL/KUB.

b) dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan di
lokasi kejadian maka dapat dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut di lokasi yang memungkinkan;

c) dalam hal ditemukan pelanggaran, tim operasi
penindakan memberikan rekomendasi pengenaan
sanksi, pengenaan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab, dan/atau penanganan
barang hasil pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
menuangkannya ke dalam berita acara; dan

d) pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara
mengacu pada petunjuk teknis yang mengatur
tentang pengawasan penangkapan, pembudidayaan,
dan distribusi BBL.

pemeriksaan pada objek yang bergerak seperti mobil,

sepeda motor, kapal, dan alat transportasi lainnya

dilakukan dengan cara:

a) tim operasi penindakan dalam = melakukan
pemeriksaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Mengamankan dan meminta keterangan
kepada orang/pemilik barang perihal jenis,
jumlah barang yang dibawa/didistribusikan
dan tujuan peruntukkan barang;
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(2) meminta orang/pemilik barang tersebut untuk
menunjukkan barang yang
dibawa/didistribusikan tersebut dengan cara
membuka wadah/kemasan yang digunakan
untuk membawa/mendistribusikan barang
hingga wujud barang dapat
dikenali/diidentifikasi oleh tim operasi
penindakan; dan

(3) tim operasi penindakan melakukan
pemeriksaan terhadap orang yang
membawa/mendistribusikan BBL ilegal dengan
cara menanyakan/meminta menunjukkan
identitas  pribadi, kepemilikan dokumen
kegiatan usaha antara lain dokumen perizinan
berusaha berupa NIB dengan KBLI yang
relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dokumen Surat Keterangan
Asal BBL dari nelayan penangkap BBL/KUB.

b) dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilakukan di
lokasi kejadian maka dapat dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut di lokasi yang memungkinkan;

c) dalam hal ditemukan pelanggaran, tim operasi
penindakan memberikan rekomendasi pengenaan
sanksi, pengenaan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab, dan/atau penanganan
barang hasil pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
menuangkannya ke dalam berita acara; dan

d) pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara
mengacu pada petunjuk teknis yang mengatur
tentang pengawasan penangkapan, pembudidayaan,
dan distribusi BBL.

f.  pengamanan barang dan/atau orang dilakukan dengan cara:

1)

2)

3)

tim operasi penindakan melakukan pengamanan barang
dan/atau orang apabila terbukti barang dan/atau orang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap
peraturan perundang-undangan,;

pengamanan barang yang berada di lokasi tertentu yang

menetap seperti rumah/gudang/toko/bangunan lainnya

dilakukan dengan cara:

a) membawa barang berupa BBL dan alat bukti
pendukung lainnya untuk diamankan di kantor UPT
PSDKP/Satwas/Wilker terdekat atau lokasi lainnya
yang dinilai aman; dan

b) melakukan penyegelan dengan pemasangan garis
Pengawas Perikanan terhadap
rumah/gudang/toko/bangunan lainnya yang
menjadi tempat menyimpan/menampung BBL yang
diduga ilegal.

pengamanan barang yang berada pada objek yang

bergerak dilakukan dengan cara:

a) membawa barang berupa BBL dan alat bukti
pendukung lainnya untuk diamankan di kantor UPT
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PSDKP/Satwas/Wilker terdekat atau lokasi lainnya
yang dinilai aman; dan

b) terhadap alat  transportasi/kendaraan  yang
digunakan untuk membawa/ mendistribusikan BBL
yang diduga ilegal dapat dibawa ke kantor UPT
PSDKP/Satwas/Wilker terdekat atau lokasi lainnya
yang dinilai aman.

pengamanan berupa orang yang melakukan pelanggaran
dilakukan dengan cara membawa orang untuk
diamankan di kantor UPT PSDKP/Satwas/Wilker
terdekat atau lokasi lainnya yang dinilai aman; dan

tim operasi penindakan dalam melakukan pengamanan
barang dan/atau orang dilengkapi berita acara.

Penggunaan sarana pengawasan untuk pengamanan diri
dalam operasi penindakan.

1)

2)

3)

4)

S)

Tahapan penggunaan sarana pengawasan untuk

pengamanan diri dalam operasi penindakan, terdiri atas:

a) perintah lisan;

b) penggunaan tangan kosong lunak;

c) penggunaan tangan kosong keras;

d) penggunaan peralatan keamanan dan/ atau
peralatan lain; dan

€) penggunaan senjata api

Tim operasi penindakan melaksanakan tahapan perintah
lisan kepada orang, sekelompok orang atau terduga
pelaku pelanggaran dengan tujuan
menghentikan/membatasi ruang gerak target yang dapat
dilakukan melalui ucapan atau menggunakan sarana
seperti pengeras suara, sirine, lampu sorot, isyarat
tangan, atau isyarat komunikasi lain yang dapat
dimengerti secara umum.

Tim operasi penindakan melaksanakan tahapan
penggunaan tangan kosong lunak untuk menghadapi
tindakan pasif. Tindakan pasif merupakan tindakan
seseorang, sekelompok orang, atau terduga pelaku
pelanggaran yang tidak mencoba menyerang, tetapi
mengganggu atau dapat mengganggu pelaksanaan tugas
dan kewenangan atau tidak mengindahkan perintah tim
operasi penindakan untuk menghentikan perilaku
tersebut.

Penggunaan tangan kosong lunak tersebut meliputi:

a) penggunaan alat pengekangan yang bertujuan
untuk mempersempit ruang gerak terduga;

b) tindakan penekanan persendian atau jaringan lunak
tubuh;

c) tindakan kuncian pada persendian; dan/atau

d) tindakan lain yang bertujuan menimbulkan
kepatuhan kepada tim operasi penindakan dengan
akibat tidak lebih dari cedera ringan.

Tim operasi penindakan melaksanakan tahapan
penggunaan tangan kosong keras untuk menghadapi
tindakan aktif. Tindakan aktif merupakan tindakan
seseorang, sekelompok orang, atau terduga pelaku
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pelanggaran untuk melepaskan diri atau melarikan diri
tanpa menunjukkan upaya menyerang tim operasi
penindakan pada saat melaksanakan tugas dan
kewenangan.

Penggunaan tangan kosong keras tersebut meliputi

penggunaan anggota badan untuk:

a) Menangkis pukulan, tendangan atau tindakan kasar
lainnya dari terduga,;

b) Memberikan pukulan ringan yang bertujuan untuk
memberikan efek kejut; dan/atau

c) tindakan lainnya yang bertujuan melumpuhkan
agar terduga tidak melawan.

Tim operasi penindakan melaksanakan tahapan
penggunaan peralatan keamanan dan/atau peralatan
lain untuk menghadapi tindakan agresif. Tindakan
agresif merupakan tindakan seseorang, sekelompok
orang, atau terduga pelaku pelanggaran untuk
menyerang atau mengancam keselamatan jiwa tim
operasi penindakan.

Penggunaan peralatan keamanan dan/atau peralatan
lain untuk menghadapi tindakan agresif meliputi:

a) penggunaan senjata gas air mata;

b) penggunaan senjata kejut listrik;

C) penggunaan senjata isyarat;

d) penggunaan peralatan keamanan; dan/atau

e) penggunaan peralatan lain.

Tim operasi penindakan dapat menggunakan senjata api

dengan ketentuan:

a) tidak adanya alternatif lain untuk menghentikan
tindakan orang, sekelompok orang dan/atau
terduga pelaku pelanggaran yang mengancam
keselamatan jiwa tim operasi penindakan,;

b) untuk menghentikan terduga pelaku pelanggaran
yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko
paling ringan yang mungkin terjadi bagi tim operasi
penindakan dan masyarakat sekitar;

c) menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau
keselamatan tim operasi penindakan; dan/atau

d) penggunaan senjata api diupayakan sedapat
mungkin hanya untuk melumpuhkan.

Ketentuan umum penggunaan senjata api, meliputi:
a) senjata api hanya digunakan oleh pemegang senjata
api.
b) senjata api hanya boleh dibawa selama
melaksanakan operasi penindakan.
c) dalam hal keadaan tertentu, senjata api dapat
digunakan untuk:
(1) pengamanan tersangka dan barang bukti;
(2) pengawalan tersangka dalam proses
penyidikan;
(3) pada saat dilakukan pengenaan/penetapan
sanksi di lapangan; dan/atau
(4) pelaksanaan tindakan menurut hukum yang
bertanggung jawab.
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Sebelum dan setelah melaksanakan tugas, pemegang
dan penanggung jawab senjata api wajib melakukan
serah terima senjata api dengan membuat berita acara
sesuai Keputusan Direktur Jenderal PSDKP yang
mengatur tentang pedoman penggunaan, perawatan, dan
pemeliharaan senjata api di lingkungan Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan.

Tim operasi penindakan dapat menentukan tahap
penggunaan senjata api sesuai dengan tingkat ancaman
yang dihadapi dengan mempertimbangkan prinsip:

a) penggunaan senjata api harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan
dalam hal diperlukan dan tidak dapat dihindarkan
berdasarkan situasi yang dihadapi;

c) penggunaan senjata api harus dilaksanakan secara
seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan
tingkat kekuatan yang digunakan sehingga tidak
menimbulkan kerugian/korban;

d) penggunaan senjata api mengutamakan
pencegahan;

e) penggunaaan senjata api dengan alasan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan atau
masuk akal berdasarkan ancaman yang dihadapi;
dan

f) dalam hal penggunaan senjata api menyebabkan
kematian atau cedera, harus segera dilaporkan
kepada Pengendali Operasi dan ditembuskan
kepada Penanggung Jawab Operasi.

Penggunaan senjata api oleh tim operasi penindakan
sedapat mungkin didahului tembakan peringatan dengan
memperhatikan:

a) keamanan,;

b) kehati-hatian; dan

c) keselamatan bagi orang di sekitarnya.

Tembakan peringatan dilakukan dengan tujuan:

a) untuk menurunkan mental seseorang, sekelompok
orang dan/atau terduga pelaku pelanggaran yang
tindakannya mengancam keselamatan jiwa tim
operasi penindakan; dan/atau

b) untuk memberikan peringatan sebelum tembakan
diarahkan kepada sarana pengangkut, orang,
sekelompok orang dan/atau terduga pelaku
pelanggaran.

Tembakan peringatan dilakukan dengan cara:

a) ditembakkan ke arah yang aman paling sedikit
sebanyak 3 (tiga) kali; dan

b) sedapat mungkin diketahui oleh seseorang,
sekelompok orang dan/atau terduga pelaku
pelanggaran.

Tim operasi penindakan harus memastikan sasaran
sudah dapat dilumpuhkan dan tidak membahayakan
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keselamatan jiwa setelah melaksanakan tahapan
penggunaan senjata api;

Penggunaan senjata api oleh tim operasi penindakan
dilakukan untuk menghentikan seseorang, sekelompok
orang atau terduga pelaku pelanggaran yang melarikan
diri dan mengancam keselamatan jiwa tim operasi
penindakan; dan

Ketentuan lainnya terkait penggunaan senjata api
mengacu pada petunjuk teknis yang mengatur tentang
pedoman penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan
senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
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BAB V

TINDAK LANJUT OPERASI PENINDAKAN

Tim operasi penindakan melakukan permintaan keterangan terhadap
orang yang diduga melakukan pelanggaran, kegiatan tersebut
dituangkan ke dalam berita acara.

Terhadap barang hasil operasi penindakan berupa BBL, tim operasi
penindakan melakukan:
a. pencacahan

1)

2)

pencacahan dilakukan untuk memastikan jumlah, jenis,

kondisi, dan karakteristik barang.

dalam melakukan pencacahan, tim operasi penindakan

melakukan:

a) identifikasi jenis komoditas yang ditemukan,;

b) penghitungan jumlah komoditas secara  aktual
berdasarkan wadah, kemasan, atau media penyimpanan,;

c) pencatatan kondisi komoditas, meliputi kondisi hidup,
mati, sehat, lemah, atau rusak;

d) pendokumentasian kegiatan pencacahan melalui foto,
video, atau media dokumentasi lainnya;

e) dalam hal jumlah komoditas sangat banyak atau
memerlukan keahlian tertentu, tim operasi penindakan
dapat melibatkan petugas teknis yang berkompeten; dan

f)  hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara.

b. penyisihan

1)

2)

3)

tim operasi penindakan melakukan penyisihan terhadap

sebagian barang hasil operasi penindakan yang akan

digunakan untuk kebutuhan pembuktian.

penyisihan dilakukan berdasarkan hasil pencacahan dengan

mempertimbangkan:

a) keterwakilan jenis dan ukuran barang; dan

b) kebutuhan pembuktian dalam proses pemeriksaan dan
penegakan hukum.

barang yang disisihkan sebagai barang bukti dan/atau

sampel wajib didokumentasikan, diberi identitas, dan dicatat

dalam berita acara.

c. Pemanfaatan

1)

4)

Tim operasi penindakan dapat menyerahkan BBL hasil
operasi kepada unit kerja KKP atau lembaga terkait terdekat
yang dapat menampung dan/atau memanfaatkan BBL untuk
kepentingan negara dalam hal ini dibudidayakan;

Penyerahan BBL  hasil operasi penindakan tersebut
dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang mengatur
tentang pemanfaatan barang hasil pengawasan yang bukan
merupakan barang bukti tindak pidana perikanan;
Penyerahan BBL hasil operasi penindakan dituangkan ke
dalam berita acara; dan

Dalam hal kegiatan penyerahan tidak dapat dilakukan karena
pertimbangan lokasi, waktu dan kondisi BBL yang harus
segera dipertahankan, maka dapat dilakukan pelepasliaran.
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pelepasliaran

1)

2)

4)

tim operasi penindakan segera melakukan pelepasliaran BBL

hasil operasi penindakan diperairan terdekat sesuai dengan

habitat alaminya.

pelepasliaran ditentukan berdasarkan hasil koordinasi

dengan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan

laut, serta dituangkan di dalam berita acara.

pelepasliaran dilakukan setelah:

a) pencacahan selesai dilaksanakan;

b) penyisihan barang bukti dan/atau sampel dilakukan,;
dan

c) dokumentasi dan administrasi pengawasan telah
dipenuhi.

pelaksanaan pelepasliaran didokumentasikan dan dituangkan

dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

a) waktu dan lokasi pelepasliaran;

b) jenis dan jumlah komoditas yang dilepasliarkan;

c) pihak yang melaksanakan pelepasliaran; dan

d) dokumentasi pendukung.

dalam pelaksanaan pelepasliaran, tim operasi penindakan,

Pengawas Perikanan dan/atau personil lainnya yang ditunjuk

dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait,

akademisi, atau pihak lain yang memiliki kompetensi di

bidang sumber daya perikanan.



-19-
BAB VI
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Tim operasi penindakan menyusun laporan hasil pengawasan terhadap
hasil pengawasan dan/atau penindakan.

2. Laporan hasil pengawasan paling sedikit memuat:
dasar pelaksanaan kegiatan;

waktu dan lokasi kegiatan;

identitas pelaku usaha dan/atau terduga pelaku pelanggar;
kronologi kegiatan;

hasil pemeriksaan;

jenis dan jumlah komoditas yang diamankan;
barang bukti yang diperoleh;

dugaan pelanggaran yang ditemukan;
dokumentasi; dan

rekomendasi tindak lanjut.
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3. Dalam penyusunan laporan hasil pengawasan, tim operasi penindakan
dapat melakukan pengambilan berita acara permintaan keterangan
(BAPK) terhadap terduga pelaku pelanggaran melalui pemeriksaan
paling sedikit memuat:

identitas terduga pelaku pelanggaran;

waktu dan tempat pemeriksaan;

uraian dugaan pelanggaran;

dokumen kegiatan usaha dan dokumen pendukung lainnya;

klarifikasi mengenai asal-usul, kepemilikan, penguasaan, dan

tujuan pengangkutan atau distribusi komoditas;

f.  barang, sarana, dan alat yang digunakan; dan

g. pengumpulan keterangan serta dokumen lain yang relevan.
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4. Dalam hal hasil laporan pengawasan menyatakan terdapat
pelanggaran, tim operasi penindakan memberikan rekomendasi berupa
sanksi administratif atau pidana.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

1 Umam, S.St.Pi, M.M.



